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BUPATI SINTANG

bahwa guna mengembangkan Lkemampusn dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang
hbermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta
didik vang berilmu, beriman, cakap. kreatif dan mandin
vang diselenggarakan melalui proses pembelajaran
dengan metode komprehensif yvang menyentuh unsur
demokratis, berkeacilan, sistematik pembudavaan
keteladanan dan pemberdayaan semua KkKomponen
masyarakat sehingga tercapai tujuan  Pendidikan
Nasional;

bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a
tersebut di  atas dan dalam upayva pemerataan
pembangunan di bidang pendidikan pada tingkar Desa
dan Kecamatan serta peningkatan daya tampung bagi
Usia Sekolah dan untuk meningkatkan mutu serta
efisiensi pendidikan Sekolah Dasar, dipandang perlu
untuk mengatur Penegerian 3ekolah Dasar Swasta Kelas
Jauh D1 Kabupaten Sintang;

bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf b
tersebut di atas dan untuk memberikan dasar hukum
bagi operasional Selkolah Dasar Negeri, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Penegerian
Sekolahl Dasar Swasla Kelas Jauh Di Kabupaten Sintang,

Mengingat ...



Mengingat : 1.

E'.J'I

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undanpg-Undang {Lembaraan Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara REepublik
Indonesia Nomor 1820 |;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Tndonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Naerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undane Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tenitang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah diubah
beberapa kali teralkhir dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 13
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomeor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor
4941}

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Dan Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 51035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157},

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sintang Nomaor 7);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENEGERIAN
SEROLAH DASAR SWASTA KELAS JAUH DI KABUPATEN
SINTANG



BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan iri vang dimaksud dengan:
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. Daerah adalah Kabupaten Sintang,
. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penvelenggara

Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daesrah otonom.

FPemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daeraly dan dewan perwakilan rakvat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negarz Kesatuan Republik Indonesia
sehagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.

Bupati adalah Bugpati Sintang.

Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten Sintang,
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayvaan
Kabupaten Sintan;. _

Menter adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

9. Kepala Sekolah adalah Guru yang menduduki jebatan fungsional vang

10.
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diberikan tambahen tugas Kepala Sekoiah.

Wakil Kepala Sckolah adalah Wakil Firnpmman Sekolah yang membidangi
kurikulum, kesiswaan, dan konseling.

Pendidikan Dasar adalah Pendidikan Umum yang lamanva sembilan
tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga
tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yvang
sederajat.

Sekolah Dasar adalah bentuk satuan pendidikan dasar  vang
menvelenggarakan program enam tahun.

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah bentuk satuan pendidikan
dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun,

Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan
dasar di jalur pendidikan sekolah.

Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa yvang bersangkutan;
Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yvang dibentuk olch Bupati
sebagal Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelalssana jalannva
pendidikan sekolah.

Anggaran Pendapsatan dan Belanja Dserah yang selanjuinva disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Kabupaten
Sintang. i

Pendidikan adalah wusaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aknf
mengembangkan potensi dirinva untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan
yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan
Nasional.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang
dan jenis pendidikan tertentu.

20. Tenaga ...
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Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat vang mengahdikan diri
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru,
dosen, konselor, pameng pelajar, widvaswara, tutor, instruktur, fasilitator
dan sebutan lain sesual dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan.

2. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi,

bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

3. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan

sumber belajar pada suatu ingkungan helajar.

. BEvaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan

penetapan mutu pendidik terhadap berbagai komponen perdidikan setiap
jalur, jemjang dan jenis pendidikan sebagai  suatu  bentuk
pertanggungiawabzn penvelenggaraan pendidikan.

. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayvakan program dalam suatu

pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu vang dipergunakan dalam
penyelenggaraan pendidikan meliputi renaga kependidikan, masyarakat,
dana, sarana dan prasarana.

Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang heranggotakan berbagal
umur masyvarakat vang peduli pendidikan.

Komite sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang
tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokeh masyarakat yang
peduli pendidikan.

BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penegerian Sekolah Swasta Kelas
Jauh Di Kabupaten Sintang

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pa=al'3

(1) Maksud Penegenian Sekolah Swasta Kelas Jauh Di Kabupaten Sintang

adalah guna mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa wang bermartabal dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, serta agar menjadi manusia beriman dan bertagwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak Mulia, cakap, schat dan berilmu.
kreatif, manditi dan menjadi warga Negara vang demokratis serta
bertanggung jawab.

(2] Penegerian Sekolah Swasta Kelas Jauh bertujuan:

a. memberikan bekal kemampuan dasar kepada Peserta didik untuk
mengembangkan  kehidupannya  sebagai  pribadi, anggota
masyarakat, warga Negara dan angegota umat manusia serta
mempersiapkan  Peserta didik  untuk mengikuti  pendidikan
menengah:



b. meningkatkan dayva tampung lulusan Taman Kanak-Kanak/anak
usia sekolah guna memenuhi pembangunan dan pengembangan
bidang pendidikan dasar di Daerah;

c. menimgkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagal anggota
masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan
lingkungan sosial budaya, semesta serta dapat melanjutkan
pendidikan pada jenjang vang lebih tinggi,

(3] Untuk mencapal tujuan sebagaimana dimaksud pada  avat (1)
penvelenggaraan pendidikan pada Sekolah Dasar berpedoman pada
Tujuan Pendidikan Nasional.

BAB IV
PENEGERIAN SEKOLAH DASAR
Pasal 4

(1) Penegerian Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
bagian dar Sistem Pendidikan Nasional dan menjadi tanggung jawahb
Pemerintah Daersh melalui Kepala Dinas,

(2) Pimpinan Sekolah Dasar terdiri atas secrang Kepala Sekolah,

(3] Kepala Sekolah dibantu oleh tenaga Kependidikan lainnyva dan tenaga
administrast yang jumlahnva secsual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Dasar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Btruktur Organisasi dari Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada
avat (1] sebagaimana tercantum dalam Lampiran [, vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

“enegerian Sekolah Dasar Swasta Kelas Jauh Di Kabupaten Sintang dengan
nama-nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
vang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Pasal 6

Feserta didik beraszal dari masyarakat usia Sekolah dan/atau tamatan Taman
Kanak-Kanak (TK)

Pasal 7
Penpadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidilk, kurikulum,

buku acuan, peralatan pendidikan, tanah, dan gedung serta pemeliharaan
pada Sekolah Dasar Negeti menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal ..



Pasal 8

Kepala Sekolah Dasar Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas
penvelenggaraan kegiatan belajar mengajar, administrasi sekolah. pembinaan
tenaga kependidikan lainnya dan pendayvagunaan sarana dan prasarana.

BABV
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

Pasal 9

(1)Isi rencana indule Pengembangan Sekolah Dasar merupakan susunan
bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Dasar
dalam rangka upaya mencapai tujuan scendidikan.

{2y Is1 Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar merupakan susunan bahan
kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dasar dan wajib
memuat sekurang -kurangnva bahan kajian dan pe:ajaran;

a. Kelompok A terdiri atas :

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;

Pendidikan 3ahasa Indonesia:

Pendidikan Matematika,

Pendidikan Pengetahuan Alam;

. Pendidikan Pengetahuan Sosial;

b. Kelompok B terdin atas :

1. Pendidikan Zeni Budaya dan Prakarva;
2. Pendidikan Jasmani dan Olahraga dan Kesehatan;

AL S

(3) Kurikulum yvang berlaku adalah kurikulum yang berlaku secara nasional
yvang ditetapkan oleh Menteri.

{4) Sekolah Dasar dapat menjabarkan dan menambah mata pelgjaran sesuai
dengan keadaarn lingkungan dan oirt khas Sckolah [Dasar vang
bersangkutan derngan tidak mengurami kurikulum vang berlaxil secara
Nasional,

(5) Sekolah Dasar Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian
dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan seternpat [Muatan Lokal).

BAB VI
SISWA

Pasal 10
(1} Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Dasar seseorang harus :

a. telah memasuki usia Sekolah minimal & (enam| tahun;

b telah memasuki sekolah Taman Kanak-Kanak dan/atau telah
menyelesaikan sekolah pada jenjang Taman Kanak-Kanak:

c. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolan Dasar yang
bersangkutan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (1), mengikut
pedoman yang telah ditetapkan cleh Menteri melalui Dinas.

Paacnol]



Pasal 11

(1) Siswa mempunyai hal: sebagai berikut:

a. mendapatkan hak vang sama untuk mendapaikan pendidikan;

b. memperoleh pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnyva;

c. mengikuti program pendidikan vang bersangkutan atas pendidikan
berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diti maupun
untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang
dibukukan: :

d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar bea siswa ataupun bantuan lainnya
sesual dengan ketentuan dan persvaratan vang berlaku;

e. pindah ke sekolan dasar yang sejajar atau yang tingkatnva lebih tinggi
sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sckolah dasar yang
hendak dimasuki;

f. memperoleh penilaian hasil belajarnya;

2. menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu vang
ditentukan;

h. mendapat pelayanan khusus bilamana nenyandang cacat.

(2] Siswa mempunvail kewajiban sebagar benkut;

a. ikut menanggung biaya penyelengearsan pendidikan, kecuali bilamana
siswa dibebaskan dart kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan;

b, mematuhi semua peraturan yang berlak.i;

menghormati tenaga kependidikan /pihak terkait;

menghormati tenaga kependidikan terpadu di sekolah itu sendiri:

e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan
kearmnanan Sekolah Dasar yang bersanghkutan;

o o

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2]
diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAE VII
PENILAIAN

Pasal 12

Penilaian Sekolah Dasar dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan
bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan
belajar siswa pelaksanaan kurikulum, guru, dan tenaga kependidikan lainnya
dan Sekolah Dasar sebagai salah satu kesatuan dalam rangka pembinaan,
pengembangan dan penentuan Akreditasi Sekolah Dasar,

Pasal 13

(1} Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian
antara kurikulum Sekolah Dasar vang bersangkutan dengan dasar, fungsi,
dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta
perkembangan masvarakat.



(2) Penilaian terhadap guru dan tenaga pendidikan dilakukan untuk mengetahui
kemampuan dan kewenangan profesional.

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2] digunakan untulk :
a. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnya;
b. penyvempurnaan kurikulum dan pengelolaan pendidikan guru dan tenaga

kependidikan lainnya.,

(4) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayval (2) dan

avat (3], dilakukan oleh Dinas

BAE VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Segala biaya penyelenggaraan, sarana ¢an prasarana, pembinaan, dan
pengawasan Sekolah Dasar menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sintang dan sumber dana lainnya yang sah.

(7} Pembinaan sebagaim: na dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. gajl guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
b. biava pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
¢. biaya perluasan dan pengembangan;
d. biaya pendidikan dan pengajaran.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah
Dasar dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan
mutu dan pelayvanan Sekolah Dasar bersangkutan.

{2} Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan
administrasi sekolah.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2) diawur oleh
Dinas.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Fasal 16

(1) Segala Peraturan dan/atau ketentuan vang telah ada sebelum Peraturan
Bupati ini berlaku, sepanjang mengatur muatan materi yang sama dan atau
tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

(2] Pada...



(2) Pada saat Peraturan ini berlaku, maka segala hal yang mengatur tentang
Penegerian Sekolah Dasar mengacu kepada Peraturan DBupati ini dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memeriniahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
-pada tanggal § Jw 2017
v P A

Diundangkan di sintang
pada tanggal § dumat 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
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BRERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 4}



LAMPIRAN 1

NOMOR
TANGGAL : & dveil
TENTANG ¢

: PERATURAN BUPATI SINTANG

» TAHUN 2017

2017

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR NEGERI

DI KABUPATEN SINTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA KELAS JAUH DI
KABUPATEN SINTAN(G

kommE | KEPALA
TATA USAHA WAKIL BIDANG WAKIL BIDANG WAKIL BIDANG

KURIKULUM KESISWAAN KONSELING

DEWAN GURU
GURU KELAS
/ =y
KELAS KELAS KELAS KELAS KELAS KELAS
PRAMUKA UKS PERPLISTAKAAN KOPERASI EKSTRA
SEROLAH SEKDLAH KURIKULER




LAMPIEAN I

PERATURAN BLUIPATI SINTANG

NOMOR 47 | TAHUN 2017
TANG AL S Juay 2017
TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA KELAS JAUH DI KABUPATEN SINTANG
DAFTAR PENKEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA KELAS JAUH DI KABUPATEN SINTANG
| NO_ SEKOLAI INDUK SD KELAS JAUH NAMA SEKOLAH BARU |  KECAMATAN KETERANGAN .
1 2 3 4 5
1. | SD SWASTA LEPUNG i | SON 48 LEPUNG TAHUN OPERASIONAL
BERUANG ) . BERUANG SEPAUK 2017/2018
2 e . SD KELAS JAUH TAITUN OPERASIONAL
3 T ANTU : ; 4 h
. SDN 05 BATANG ANTU ULAK BAYAN SDN 42 ULAK BAYAN KETUNGAU TENGAH | 5017/5013
3. : SDN KELAS JAUII : KETUNGAU TENGAI | TAITUN OPERASIONAL
A. nl L ] ! | _rJ : ¥ o
| _Wm.,z ISEPUTAUIIL | qrmn et Sating ..”u:z 43 mczm___._ JAUNG | 2017/2018 1l
L4, SD KELAS JAUH . : KETUNGAU TENGAH | TAHUN OPERASIONAL
SDN 11 NANGA rmam,.;# SUNGAI SEGAK SDN 44 SUNGAI SEGAK . T 2017/2018 |
5. | SDN 16 SENANGAN | 8D KELAS JAUII gy KETUNGAU TENGAH | TAHUN OPERASIONAL
| BESAR TATAI : | ) 2017/2018
6. | gp3N 26 KAMPUNG BARU | SP KELAS JAUH T— KETUNGAU TENGAH | TAHUN OPERASIONAL
. TABAU 01 — izl U _ 2017/2018
7. | SDN 30 MUNGGUK SD KELAS JAUH SHIN 47 SEPGLAL KETUNGAU TENGAH | TAHUN OPERASIONAL
| | GELOMBANG SEPULAU 5 S 201772018
8. SD KELAS JAUH TAHUN OPERASIONAL
QNN 26 MERAKOD SN 0 TAN G _ | e
ERAK  TANGGO! SCI¥ 20 TANGGO! | SERAWAL 2017/2018
9. SD KELAS JAUH . TAHUN OPERASIONAL
. m g N [ |
| SDN 26 MERAKO i BB 30 MERORO! SERANS! /12017/2018





